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KEPALA DESA RIBANG KECAMATAN MUARA UYA

KABUPATEN TABALONG

PERATURAN DESA RIBANG
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RIBANG

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dar pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54935), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6373);



10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momeor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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Peraturan Daecrah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018
Nomor 27);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan
Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun
Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019
Nomor 57);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2020 Nomor 26), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 40);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018
Nomor 27);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan
Badan Permusyawaratan Desa dan Insentilfl Rukun
Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019
Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019
tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan
Insentif Rukun Tetangga (Berita Daecrah Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 58);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 14);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 23);
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Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor
24);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Standar Biaya Umum di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025 Nomor 3);

. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/35/2025

tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran
2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati
Tabalong Nomor 188.45/107/2025 tentang Perubahan
Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/35/2025
tentang Standar Biaya Umum Di Desa Tahun Anggaran
2025;

Peraturan Desa Ribang Nomor 02 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Ribang Tahun 2023-2028 (Berita Desa Tahun 2025
Nomor 03);

Peraturan Desa Ribang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ribang
Tahun 2019 Nomor 06);

Peraturan Desa Ribang Nomor 02 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025
(Berita Desa Ribang Tahun 2024 Nomor 02)

Peraturan Desa Ribang Nomor 06 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2026 (Lembaran Desa Ribang Tahun 2025 Nomor 06);
Peraturan Kepala Desa Ribang Nomor 02 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Ribang Tahun
2025 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RIBANG

Dan

KEPALA DESA RIBANG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN REALISAS]I ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA RIBANG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
dengan perincian sebagai berikut:

1.
2.

Pendapatan Desa Rp. 3.119.509.505,00

Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Rp. 1.586.131.559,17
Pemerintah Desa

b. Bidang Pembangunan Rp. 914.749.000,00

c. Bidang Pembinaan Rp. 346.515.000,00

Kemasyarakatan



d. Bidang Pemberdayaan Rp. 428.652.000,00
Masyarakat

e. Bidang  Penanggulangan Rp. 98.419.984,01
Bencana, Darurat dan
Mendesak Desa

Jumlah Belanja Rp. 3.374.467.543,18

Surplus/ (Defisit) Rp. (254.958.038,18)

3. Pembiavaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 404.958.038,18

b. Pengeluaran Pembiayaan  Rp. 150.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 254.958.038,18
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1,

tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri

dari:

a. Lampiranl : Laporan Keuangan;

b. Lampiran Il : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01
Januari - 31 Desember Tahun Anggaran
2025

¢. Lampiran IIl : Daftar program sektoral, program daerah
dan program lainnya vang masuk ke Desa,

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan
bagian yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
Ribang

Ditetapkan di Desa Ribang

Diundangkan di Desa Ribang
Pada tanggal 19 Februari 2026

SEKRETARIS DESA RIBANG

MAULANA FAHMI

LEMBARAN DESA RIBANG TAHUN 2026 NOMOR 01



